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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR |5  TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS] KALIMANTAN BARAT

g

TAHUN 20118-2023

GUBEENURKALIMANTAN BARAT,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1]
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Fasal 123 ayat (2]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Neomor E6 teshun 2017
baliwa Penetapan HRencana Strategis Perangkat Daerah
dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan zetelah Peraturan Daerah tentang RRJMD ditetaplean;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubermur
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di
Linglungats - Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Barat
Tahun 2018-2023;

1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentulean
Dacrah-daerah ©Otonom  Prowvinsi  Kalimantan — Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia TAhun 1956 Nomor 65, Tamhbahan
Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perepcanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undueng Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undung Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5670); ,r

.



Menetapkan

.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tala Cara Evaluasi
Fancangan Feraturan Draerah Tentang  Eencana
Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Fencana
Pembanpgunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembanpgunan Jangka Panjang Dacrah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penvusunan  Reneana  Pembangunan  Daerah  dan
Pelaksanaan Musvawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
Perpluran Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tlentang Hencana
Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Provingi Kalimanian BaratTahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Dacrah Provinal Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah
Prowinai Kalimantan Barat [Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor B,
Tamhahanlembaran Daerah Provina Kalimantan PBarat
Nomaor &).

MEMUTUSKAN :

PERATIIRAN GUBERNUR TENTANG PENLETAFAN REENCANA
STRATEGIS FERANGEAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 20[8-2023.

BAE 1
KETENTUAN UNLUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1,
2

3.

Frovinsi adalah Provinsl Kalimantan Barat,

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat.

Cubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD daelam penvelenggaraan urusan Pemerintahan
yang merjadi kewenangan daerah yang terdind dari Seloretars
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Telnis Dasrah,



3.

10.

i

12,

13.

14,

16.

17.

18.

Sekrelarial Deerah adalah Seloretariat Provins Kalimantan
Barat.

Sekretariat Dewan Perwalkilan Ralyat Dacrah aeslanjutnyva
dischut  Selretariat DPRD adalah  Sekretaniat  Dewan
Petrwalkilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektorat Daerah  adalah  Inspcktorat Daerah  Provinai
Kalimantan Barat.

Dhinas Daerah adalah Dinas Dacrash Provinsi Kalimantan
Barat.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kallmantan
Barat.

Badan Peroncenasn Pembangunan Dacrah yang sclanjutnya
digsebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah vang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasiltan penyusunarn,
pengendalian, dan evaluasi  pelaksanaan rencana
pembangunan Dacrah.

Fembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untule
pomanfaalan sumber daya yang dimiliki daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan  masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkathan akses
dan kualilas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai
dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi
kewenangarn.

Percncatiaan Pembanpunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, vyang melibatkan herbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam jangka waltu tertentu di dacrah.
Rencana Jangka Menenpah Dacrah yang selanjutnya
disinglat RPJMD adalah deollumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantilc sampai
dengan herakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  vang selanjutnya
diginglkat EKPFT) adalah dokumen percncarnaarn pemerintah
daerah perinde 1 (satu] tahun.

_Rencana Stratepis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra  Peranglkat Daerah  adalah  dokumen
perencanaan peratgkat dacrah untuk periode 5 [lima) tahun.
Rencana Kerja Perangleat Daerah yang selanjuimnya dizchut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen  perencanaan
Perangkat Dacrah untuk periode 1 [satu) tahun,

Forum perangkat daerah  adalah  forum  sinkromisast
pelalsanaan urusarn pemerintah daerah untuk merumuskan
program dan kegiatan sesuai dengan fugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah
suatu proses pemantaunan dan supervisi dalam penysunan
dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kinerja  dan  keuangan untuk memastikan
tercapainya target serta sccara ekonomis, efisien, dan efektil.
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Bah II
RENSTRA PERANGEKAT DAERAH

Fasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuar tujuan, sasaran, strategi
arah kebijakan Perangkal Daerah dan kewenangan, program
dan Lkepgialan pembanpunan disertai kerangka pendanaan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib,
danfatau urusan pemerintzhan pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerab vang berifat indilatil
Renstra Peranglkat Daerah sebagaimana dimakeud pada ayat
(1) berpedoman pada peraturan Daprah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Reneana Pembangunan
Janghka Menengah Daeroh Provinsi Kalimantan Barat tahun
2018-2023.

Fenatra Peranpghkat Daerah sebagaimana dimakand pada ayat
(1) merupakan pedoman pershcanaan untuk masa 5 (lima)
tahun.

Fensira Perangkar Daerah sebagaimana dimakeud pada ayat
{2) dipunalan oleh Perangliat daerah eebagai pedoman dan
acuan dalam penyusunan RKPLD,

REFD s=sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan
prakiraen maju yang disertsi indikator kinerja pendanaan
geaual dengan tugas dan fungst seliap Perangkat Daerah,

Siatcmaftika Ronatra Peorangkat Dacrah Tahun 2018-2023
sebazpaimana dirmakaud pada ayalb (2) terdin detd:

Bab I Pendahuluzrn;

Bab Il Gambaran Pelavanan Peranpkat Daerah;

Balb Il Permasalahan dan Isu Strategis,

Bab IV Tujuan dan Sazaran;

Bah V Strategi dan Arah Kehijalean;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan,
Bah VIl Kincrja Penvelenpgamean Bidang Urusan;dan

Eab VIII Fenutup

SE e RO TR

BAE (Il
PENGEDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah  terdiri
dari:

a.
b,
c.

Pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan renstra;
Pengendalian dan evaluasi pelalisanaan renstra; dan
Evaluasi terhadap hasil renstra.



Pasal 4

Pengendallan dan evaluasi kebijakan  penyusunan Renstra
Perangkat Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal 3
huruf a, adalah schagai berikut:

a, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan cvaluast
terhadap kebijakan Renstra perangkat dacrash mulai dari
lahap penyusunan  rancangan awal sampai  dengan
tancangan akhirn;

b, Kepala Bappeda melalukan verifikasi terhadap rancanpan
awal Rentra Teranglkat Daerah untulk  memastikan

rancangan renstta perangkat dacrah telah selaras dengan
rancangan awal BRI dan

€. Kepala Bappeda melakukan verifilkosi terhadap rancangan
althir Renstra Perangkat BDaerah  untuk menjamin
kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program  dan
kegiatan  Perangkat  Daerah dengan  RPJMD, dan
keterpaduan dengan tancangan akhir Rentsra Peranghkat
Daerah lainnya

Pasal 5

Pengendalian dan evaluem terhadap pelaksanaan  Renatra
Perangkat Daerah sebagaimena dimeaksud dalam pasal 3 huruf
by, adalah schapai beriloat:

A, Kepala Perangkal Daerah melakokan pengendalian dan
evilluasi pelaksanaan  Renstra Perangkat Daerah  dan
melaporkan kepada Gubernur melalui kepala Bappeda;dan

L. Kepals Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian
dan evalues=i pelaksanaan renstra perangkat dasrah sebagpai
bahan evaluasi pelaksanasn REJIMD.

Peasal &

Evalua=i terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana

dimalksud dalam pasal 3 huruf ¢, adalah sebagai herikut;

4. Kepala Perangkat Daerah melaksenakan evaluasi lerhadap
hasil Renatra Perangkat Daerah;dan

b Kepala Peranghkat Daerah setiap bulan jonuad melaporkan
hasil Pengendalian dan evaluasi hasil Rensire Peranglat
Daerah kepada Gubermur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 7

(1] Cubernur melalui Kepala Bappeda melakulan penilaian
terhadap Kepala Peranglat Daerah yang dinilai paling baile
dalam Pengendalian dan Evaluasi Renstra Peranglkat Daerah.
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I{E‘PH].&. Perangkat Daerah yang mendapat nilai terbaik
Sehﬁgﬂ-‘mf‘ﬂa dimaksud ayat (1) akan menerima penphargasn
dari  Gubernur  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
rerundang-undangan,

BARB IV

FERUBAHAN RENSTRA PERANGEAT DAERAH

(1)

2]

(1)

Fasal &

Dolumen  HRenstra Terangkal Daerah dapat dilakukan
perubahan apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan
EPIMD danfatau dischabkan hal lain yang ditctaphkan aleh
peraturan perundang-undangarn.

Perubahan Henstra Perangkat Daerah dilakukan apabila
berdaszzaurkan hasil evaluasi pelakssansan Renstre Perangliat
Daerah tidak sesual dengan provelsi  target, sasaran,
program  dan  kegiatan  serta kefidaksesuaian  dengan
perkembangan keadaan.

Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya
bencane alam, guncanpan politil, knsis ckonomi, konflik
sosial  budava, pgangguan  keamansn  dan perubahearn
kehijakan.

Pasal 9

Dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah dacrah Provinsi Kalinantan Barat
Tahun 2016-2023 terdin dari:

1. Sekretariat Dasrah Provine Kalimantan Baral,

2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;

3. Schretaniat DPRND Provinsi Kalimantan Barat;

4. Badan Perencanasn Pembangunan Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat,

2. Baden Kepepawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barart;

£, PBadan Pengembangan Sumber Dayas Manusin Provinsi
Kalimantan Barat;

7. Badan  Peneliinnn  dan  Pengembangan  Provinsi

Kalimantan Barat;

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;

9. Badan Pengelolaan HKeuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat;

10, Badan Penanggulangan Benecana Dacrah Provinsi
Kalimantan Barat;

11. Badan Kesatusn Bangsa dan Politik Mrovinai Kalimantan
Barat;

12. Dinas Pendidikan dan Kehudayaan Provinsi Kalimantan
Barat;

ma



13,
14,

.Dhnas  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Provinsi

16

17,

18,

19

20.

21,

23,

24,

23

26.
27.

28,
29,

30,

31.
32,

S

a4,
33.

36,

3T

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Garat:

Kalimantan Barat;

. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Baral;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat;

DMnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drovinsi
Kalimanian Barat;

.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Fariwisata Provinsi

Kalimantan Barat;

Dinas Perpuatakaan dan Kearsipan Provingi Kalimantan
Barat;

Dinaa FPangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
FProvinsi Kalimantan Barat:

Dinas Koperaszi, Usaha Keodl dan Menengah Provinst
Kalimantan Bavat;

.inas Penanaman Modal dan Polayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsai Kalimantan Barat:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortkultura
Provinsi Kalimantan Barart,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat;
Dinas Perkebunan Provinst Kalimantan Barat;

Dinas  Peorindustrian dam  Perdagamgan  Provinsi
Kalimanian Barat;

Dinaz Kehutanan Provinei Kalimantan Barat;

Dinas Pelerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Barat;

Dinas Perumahan Rakvat, Kawasan Permukiman dan
Linglkungan Hidup Provina Kalimanian Barat;

Dinas Perhubunpan Provinsi Kalimantan Barat;

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
Barat;

Dinag Energi dan Sumber Daya NMineral Provinsi
Kalimantan Barat;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

Direlttur Fumah Salit Umum Daerah Dr. Soedarso
Provinai Kalimantan Barat;

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provingl Kalimantan DGarat:
dan

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sunpgai Bangkong
Provingi Kalimantan Barart;



{2) Dokumen Restra Perangkat Daerah sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) flercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Feraturan Gubernur ini mulai  berlalu  pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlan

penpundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 65 Aprit ol

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

thd
SUTARMILJI

Diundangkan di Pontanak
pada tanggal

Plh. SEKREETARIS DAERAH

ttd
SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR k.



